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A. Pendahuluan  
Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya akhir- akhir ini 
semakin marak di Indonesia. Maraknya narkotika dan obat-obatan terlarang telah 
banyak mempengaruhi mental dan sekaligus pendidikan bagi para pelajar saat ini. Anak 
merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya 
manusia bagi pembangunan nasional. Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat 
perhatian baik dalam bidang ilmu pengetahuan, agama, hukum, dan sosiologi yang 
menjadikan pengertian anak semakin aktual dalam lingkungkan sosial.  
Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakain obat-obatan atau 
zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta 
digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup 
wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan 
narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi 
atau kecanduan. 
NAPZA kerap disebut dengan istilah NARKOBA yang merupakan kependekan 
Narkotika, Psikotropika, dan Bahan berbahaya lain. NARKOBA Berasal dari bahasa 
inggris yaitu narcotics, yang berarti obat bius. Dalam bahasa yunani disebut Narkose 
yang artinya menidurkan atau membius. Definisi Narkotika adalah zat atau obat,baik 
yang berasal dari tanaman, sintesis, maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan 
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan.  
Adapun yang dimksud narkotika menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2009 
tentang narkotika pasal 1 angka 1 adalah sebagai berikut : Narkotika adalah zat atau 
obat yang berasal dari tanaman atau bukan  tanaman, baik sintetis maupun semisintetis 
yang dapat menyebabkan  penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantugan, 
yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-
undang ini. Tentang psikotropika itu sendiri diatur dalam Undang-undang nomor 5 
tahun 1997 tentang psikotropika pasal 1 angka 1 : Psikotropika adalah obat baik 
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alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh 
selektif pada susunan syaraf yang yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas 
mental dan perilaku.  
Narkotika dan Psikotropika apabila dipergunakan secara tepat baik dosis 
maupun ukuran penggunaannya, seperti untuk pengobatan dan penelitian ilmiah dapat 
memberikan manfaat bagi kepentingan manusia. Namun sebaliknya, bila digunakan 
melebihi dosis atau ukuran yang benar, maka akan menimbulkan gangguan kesehatan 
bagi si pemakai, bahakan lebih fatal lagi menagkibatkan kematiaan, serta tidak 
stabilnya tatanan kehidupan sosial di masyarakat.1 Bahaya narkotika untuk kesehatan 
adalah yang terberat adalah efek ketergantungan obat nya itu sendiri. Karena dengan 
efek buruk yang ditimbulkan bagi para pecandu narkoba adalah keinginan untuk selalu 
memakainya secara berulang. Bila tidak memakainya kembali akan ada rasa sakit yang 
dialami para penderita dengan ketergantungan narkotika narkoba ini. Penggunaan 
narkotika dalam bidang medis kesehatan pada dasarnya adalah legal dalam rangka 
untuk pengobatan tertentu yang sesuai dengan indikasi medisnya. Dan pada umumnya 
dipakai dalam rangka terapi karena senyawa-senyawa psikotropika yang terdapat di 
dalamnya dipakai untuk membius (anastesi) pasien saat hendak dilakukaan operasi 
(pembedahan) atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Hal ini juga harus dilakukan 
oleh pihak medis dengan menggunakan dosis dan cara pemakaian yang tepat. 
Jenis Macam Narkoba memang beragam. Dan diantaranya adalah sebagai 
berikut : 
 Morpin. Jenis obat narkotika ini adalah zat aktif yang diperoleh dari candu 
melalui pengolahan secara kimia. Cara penggunaanya disuntikan ke tubuh 
(injeksi). 
 Opium (candu)atau biasa dikenal dengan opiate. Opium merupakan candu 
kasar atau mentah yanmg didapat dari getah buah tanaman papaver 
samniterum yang dihisap / digores dan di biarkan mengering. Opium 
merupakan golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara 
dihisap. 
 Kanabis (Ganja). Inilah yang seringkali menjadi kasus narkoba yang paling 
banyak diberitakan dan menyerang semua kalangan di masyarakat kita. Ganja 
                                                 
1 Suhasril, Tindak Pidana Narkotika, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005, hal 89  
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adalah merupakan jenis tanaman kanabis yang biasanya dipotong, dikeringkan, 
dipotong kecil – kecil dan digulung untuk dijadikan rokok yang disebut joints. 
 Putaw Heroin. Golongan narkoba sejenis ini akan lebih mudah menembus 
otak sehingga lebih kuat dari morfin itu sendiri. 
B. Pembahasan 
Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan suatu problema  yang 
sangat kompleks, karena itu butuh kesadaran dari semua pihak baik dari pemerintah, 
masyarakat maupun pelaku itu sendiri. Penjatuhan pidana terhadap anak pelaku 
penyalahgunaan narkoba adalah kurang bijak dinilai oleh sebagian kalangan yang tidak 
setuju dan bagi yang setuju penjatuhan pidana adalah agar anak tidak akan melakukan 
penyimpangan lagi.  
Pada tahun 2002 BNN (Badan Narkotika Nasional) didirikan. Oleh Kepala 
Pelaksana Harian (Kalakhar) BNN yang saat itu dijabat oleh Komjen Pol Drs Nurfaizi. 
Ketika itu Nurfaizi sudah menyatakan perang terhadap Narkoba. Karena jumlah pecandu 
narkoba (narkotika dan obat-obat berbahaya) di Indonesia meningkat tajam dalam lima 
tahun terakhir (berarti 1997-2002), bahkan anak usia sekolah dasar (SD) pun sudah 
termasuk incaran pengedar narkoba. Modus operandi penyebaran di kalangan anak-anak 
pun bermacam-macam, antara lain melalui permen yang dijual pedagang asongan yang 
sering mangkal di sekolah.  Pada tahun 2004, BNN menyelenggarakan Survey Nasional 
Penyalahgunaan Narkoba. Salah satu hasilnya, menunjukkan bahwa anak sekolah dasar 
sudah mengkonsumsi narkoba. Yang lebih mengejutkan lagi, berdasarkan survey itu 
terungkap bahwa usia termuda pemakai narkoba adalah anak-anak berusia 7 tahun 
dengan jenis inhalan (dihirup). Di kalangan anak jalanan, jauh sebelum survey itu 
digelar, memang sudah dikenal istililah ‘ngelem’ yaitu perbuatan menghirup lem cair 
(seperti Aica Aibon). Bila lem tersebut dihirup dalam-dalam, dapat memberi efek 
melayang sebagaimana dirasakan oleh pengguna narkoba.2 
Total pengguna narkoba di Indonesia mencapai 3,2 juta orang. Sebanyak 1,1 
juta orang di antaranya adalah pengguna dari kalangan SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. 
Apabila pengguna SD menggunakan lem aibon untuk memberi efek melayang, siswa 
SMP, SMA, dan mahasiswa memakai narkotika dari berbagai jenis untuk memberikan 
efek melayang. Jenis narkotika campur-campur merupakan jenis yang paling banyak 
disalahgunakan oleh pelajar dan mahasiswa. Daun ganja merupakan jenis narkoba yang 
                                                 
2 https://m.facebook.com/notes/selamatkan-anak-kita-dari-narkoba/kasus-narkoba-dari-anak-sd-hingga-
jaksa/169362358183/ 
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menduduki urutan kedua yang sering digunakan. Sedagkan tumbukan daun kecubung 
menduduki peringkat ketiga, ekstasi pada urutan keempat, sabu-sabu urutan kelima, dan 
benzodiazepam atau obat antidepresi urutan terakhir jenis narkotika yang sering dipakai.3 
Dampak Penggunaan Narkoba dan Penyalahgunaan Narkoba secara fisik, psikis 
dan sosil akan berpotensi menimbulkan penyakit/rasa sakit yang luar biasa dan ketagihan 
kalau tidak dapat mengkonsumsinya (narkoba), karena ada dorongan kuat (secara 
psikologis) untuk mendapatkannya, walaupun dengan berbagai cara (menghalalkan 
segala cara untuk mendapatkannya) dengan melanggar norma-norma sosial yang berlaku. 
Bagir Manan berpendapat bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana 
diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali 
di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan 
yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan, sidang untuk 
perkara anak dilakukan secara tertutup (Pasal 153 ayat (3) KUHAP) dan petugasnya 
(hakim dan jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, 
mental dan sosial anak yang bersangkutan.4 Kedudukan anak dalam lingkungan hukum 
hukum sebagai subjek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai 
kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidakmampu 
atau di bawah umur. Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan 
fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak 
sebagai subjek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai kedalam 
peristiwa hukum pidana maupun hubungan kotrak yang berada dalam lingkup hukum 
perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.5 
Akibat penggunaan narkotika ini akan memberikan dampak sebagai berikut : 
1. Depresan. Dalam hal ini para pemakai akan tertidur atau tidak sadarkan 
diri. 
2. Halusinogen. Dalam hal ini para pemakai akan berhalusinasi (melihat 
sesuatu yang sebenarnya tidak ada). 
3. Stimulan. Akibat pengaruh stimulan pada narkotika dan obat-obatan 
terlarang bagi organ tubuh antara lain adalah mempercepat kerja organ 
tubuh seperti jantung dan otak sehingga pemakai merasa lebih bertenaga 
                                                 
3 Ibid 
4 Bagir Manan di dalam buku Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta, Djambatan, 2000, hal. 
9 . 
5 Maulana Hasan Wadong, Advokasi dan Hukum perlindungan  Anak, Jakarta, Gramedia Wina Sarana, 2000, 
Hal 3  
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untuk sementara waktu. Karena organ tubuh terus dipaksa bekerja di luar 
batas normal, lama-lama saraf-sarafnya akan rusak dan bisa 
mengakibatkan kematian. 
 
4. Adiktif (Kecanduan). Dampak pengaruh negatif kepada para pemakai 
dalam hal ini adalah akan merasa ketagihan sehingga akan melakukan 
berbagai cara agar terus bisa mengonsumsinya. Jika pemakai tidak bisa 
mendapatkannya, tubuhnya akan ada pada kondisi kritis (sakaw). jumlah 
siswa sekolah yang terkena narkoba ada 4 hingga 6 juta anak, 70 persen 
dari 4 juta pecandu narkoba tercatat sebagai anak usia sekolah, yakni 
berusia 14 hingga 20 tahun, bahkan sudah menyusup ke anak usia SD.6 
Anak sekolah, menurut dia, biasanya mencoba memakai narkoba dengan 
anggapan narkoba itu keren. Selain itu di masa remaja yang labil biasanya mereka butuh 
tempat untuk mencurahkan masalah mereka. The National Youth Anti-Drug (USA, 1998) 
memaparkan alasan anak-anak ini berdasarkan hasil penelitian mereka: 
 Keluar dari kebosanan/kejenuhan. 
 Untuk merasa enak. 
 Melupakan masalah dan santai. 
 Untuk bersenang-senang. 
 Memuaskan rasa ingin tahu. 
 Mengurangi rasa sakit hati/kecewa. 
 Mencoba tantangan. 
 Untuk merasa dewasa. 
 Menunjukkan kemandirian. 
 Merasa menjadi anggota kelompok tertentu. 
 Supaya terlihat keren. 
Terdapat 3 faktor (alasan) yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” seseorang 
dalam penyalahgunakan narkoba. Ketiga faktor tersebut adalah faktor diri, faktor 
lingkungan, dan faktor kesediaan narkoba itu sendiri. 7 
1.Faktor Diri  
a) Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau brfikir panjang 
tentang akibatnya di kemudian hari. 
                                                 
6 http://terapibagipecandunarkoba.blogspot.com/p/70-persen-pecandu-narkoba-anak-sekolah.html 
7 Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, BNN – RI 2009 
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b) Keinginan untuk mencoba-coba kerena penasaran. 
c) Keinginan untuk bersenang-senang. 
d) Keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok (komunitas) atau 
lingkungan tertentu. 
e) Workaholic agar terus beraktivitas maka menggunakan stimulant (perangsang). 
f) Lari dari masalah, kebosanan, atau kegetiran hidup. 
g) Mengalami kelelahan dan menurunya semangat belajar. 
h) Menderita kecemasan dan kegetiran. 
i) Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini merupakan gerbang ke 
arah  penyalahgunaan narkoba. 
j) Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya. 
k) Upaya untuk menurunkan berat badan atau kegemukan dengan menggunakan 
obat penghilang rasa lapar yang berlebihan. 
l) Merasa tidak dapat perhatian, tidak diterima atau tidak disayangi, dalam 
lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan. 
m) Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. 
n) Ketidaktahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba. 
o) Pengertian yang salah bahwa mencoba narkoba sekali-kali tidak akan 
menimbulkan masalah. 
p) Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau 
kelompok pergaulan untuk menggunakan narkoba. 
q) Tidak dapat atau tidak mampu berkata TIDAK pada narkoba.  
 
2.Faktor Lingkungan  
a) Keluarga bermasalah atau broken home. 
b) Ayah, ibu atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau penyalahguna 
atau bahkan pengedar gelap nrkoba. 
c) Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau 
bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkoba. 
d) Sering berkunjung ke tempat hiburan (café, diskotik, karoeke, dll.). 
e) Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur. 
f) Lingkungan keluarga yang kurang / tidak harmonis. 
g) Lingkungan keluarga di mana tidak ada kasih sayang, komunikasi, keterbukaan, 
perhatian, dan saling menghargai di antara anggotanya. 
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h) Orang tua yang otoriter,. 
i) Orang tua/keluarga yang permisif, tidak acuh, serba boleh, kurang/tanpa 
pengawasan. 
j) Orang tua/keluarga yang super sibuk mencari uang/di luar rumah. 
k) Lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidakpastian. 
l)  Kehidupan perkotaan yang hiruk pikuk, orang tidak dikenal secara pribadi, 
tidak ada hubungan primer, ketidakacuan, hilangnya pengawasan sosial dari 
masyarakat,kemacetan lalu lintas, kekumuhan, pelayanan public yang buruk, 
dan tingginya tingkat kriminalitas. 
m) Kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan keterlantaran.  
3.Faktor Ketersediaan Narkoba.  
Narkoba itu sendiri menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk memakai 
narkoba karena :  
a) Narkoba semakin mudah didapat dan dibeli. 
b) Harga narkoba semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat. 
c) Narkoba semakin beragam dalam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan. 
d) Modus Operandi Tindak pidana narkoba makin sulit diungkap aparat huku 
e) Masih banyak laboratorium gelap narkoba yang belum terungkap 
f) Sulit terungkapnya kejahatan computer dan pencucian uang yang bisa 
membantu bisnis perdagangan gelap narkoba. 
g) Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan 
narkoba. 
h) Bisnis narkoba menjanjikan keuntugan yang besar. 
i)  Perdagangan narkoba dikendalikan oleh sindikat yagn kuat dan professional. 
Bahan dasar narkoba (prekursor) beredar bebas di masyarakat 
Treatmen sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku 
kejahatan,bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini 
adalah untuk memberi tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan 
sebagai penggnti penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang sakit sehingga 
membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan.8 Pencegahan penyalahgunaan narkoba 
                                                 
8 Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, Criminal PolicyPendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy 
dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm. 79 
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harus segera mungkin dilakukan dengan tindakan yang bersifat antisipatif, meliputi 
pencegahan primer, pencegahan skunder, dan pencegahan tersier, seperti berikut ini9: 
1) Pencegahan Primer: pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau 
masyarakat luas yang belum terkena kasus penyalahgunaan narkoba. Pencegahan 
diberikan dengan memberikan informasi dan pendidikan meliputi kegiatan 
alternative agar mereka terhindar dari penyalahgunaan narkoba serta memperkuat 
kemampuannya untuk menolak 
2) Pencegahan sekunder: pencegahan yang ditujukan kepada individu, kelompok atau 
masyarakat luas yang rentan terhadap atau lebih menunjukan adanya kasus 
penyalahgunaan narkoba. Pencegahan ini dilakukan melalui jalur pendidikan, 
konseling, dan pelatihan agar mereka berhenti, kemudian melakukan kegiatan positif 
dan menjaga agar mereka tetap lebih mengutamakan kesehatan. 
3) Pencegahan tersier: pencegahan yang ditujukan kepada mereka yang sudah menjadi 
pengguna atau yang telah menderita ketergantungan. Pencegahan dapat dilakukan 
melalui pelayanan medis, rehabilitasi, dan menjaga agar mereka tidak kambuh dan 
sakaw. 
Perlindungan hukum bagi anak yang dijadikan kurir narkoba Menurut Pasal 1 
angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 
Perlindungan Anak”), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan Kamus Besar 
Bahasa Indonesia yang kami akses dari laman resmi Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, kurir adalah utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan 
cepat. Dalam artikel BNN Amankan Kurir Narkoba Asal Pakistan, sebagaimana 
kami sarikan, antara lain dikatakan bahwa  kurir asal Pakistan melakukan transaksi 
narkotika dengan cara menerima tas berisi narkoba dari seseorang di luar Bandara 
Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang dan menyerahkan kepada kurir lainnya. 
Pria asal Pakistan tersebut menjalankan profesi sebagai kurir narkotika bersama dua 
orang Warga Negara Indonesia (WNI) lainnya. Profesi sebagai kurir tersebut 
dikatakan juga sebagai perantara peredaran narkoba. Kurir narkotika bisa juga 
dikatakan sebagai perantara atau calo dalam transaksi narkotika. Misalnya, untuk 
perantara dalam transaksi narkotika golongan I, terhadap pelakunya dapat diancam 
                                                 
9 Yusuf Apandi.  Katakan tidak pada narkoba, Simbiosa Rekatama Mebia, Bandung 2010, hlm. 22 
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sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
(“UU Narkotika”): 
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan 
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam 
jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, 
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar 
rupiah).”  
Maraknya peredaran narkoba mewajibkan orangtua untuk selalu waspada agar 
barang haram itu tidak masuk dalam lingkungan keluarga. Setiap orangtua harus 
memiliki pengetahuan yang cukup untuk melindungi keluarga dari peredaran gelap 
narkoba. Jika orangtua gagal membimbing anak dalam proses menuju masa remaja maka 
perilaku menyimpang seperti seks bebas, narkoba, mabuk-mabukan, judi, dan tawuran 
bisa saja terjadi dalam kelurga. Sehingga orangtua harus bisa memposisikan menjadi 
sahabat dan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Orangtua agar pandai menggali 
persoalan yang dihadapi oleh anak sehingga jangan membiarkan anak memecahkan 
persolannya sendiri. 
C. Penutup 
Faktor-faktor penyebab anak menggunakan narkoba karena ingin dianggap gaul 
atau hanya sekedar coba-coba dan ikut-ikutan sebagai akibat pengaruh lingkungan 
pergaulan. Faktor lain adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian orangtua dan tidak 
adanya arahan orangtua terhadap bahaya narkoba, selanjutnya adanya faktor ketidak 
harmonisan keluarga yang mengakibatkan anak mencari jalan keluar sebagai alternatif 
mengatasi gejolak yang berkecamuk di dalam hati dan pikirannya yang masih labi. 
Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang perlu penanganan khusus, karena 
mengakibatkan korbannya mengalami sindrom ketergantungan. Banyaknya anak yang 
menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika. Bagi anak pelaku penyalahgunaan narkotika 
adalah dengan cara rehabilitasi medis, dan  rehabilitasi sosial. Upaya penanggulangan 
agar anak tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika  semua kebutuhan anak-
anak ini dapat digantikan lewat aktivitas yang lebih positif. Olahraga, bermusik atau 
aktivitas sosial dapat menjadi alternatif kegiatan anak serta perhatian orangtua mau 
berkomitmen memberikan perhatian atas apa yang mereka capai.  
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A. Pendahuluan 
Bangsa kita kini telah menjadi salah satu negara sasaran pengedar gelap 
Narkotika dan Psikotropika (Illict Traffic Of Drug), bahkan telah berkembang menjadi 
salah satu negara produsen Psikotropika ( Narkotika dan Obat-obat Terlarang) dan 
Psikotropika. Peredaran Psikotropika tidak hanya di kota-kota besar, tetapi sudah 
merebak dikota-kota kecil, bahkan sampai pedesaan. Sulaksana menyatakan bahwa 
peredaran gelap Psikotropika merupakan kegiatan terorganisasi oleh orang-orang atau 
sindikat yang mengendalikan keuangan dan operasi tanpa menangani sendiri 
Psikotropikanya (Sulaksana:2003:35). Sindikat kejahatan profesional yang terorganisasi 
sangat rapi dan ini terus menjadi incaran petugas hukum. Hanya sedikit pelaku pengedar 
Psikotropika yang terjerat hukum, yang banyak tertangkap dan di proses peradilan di 
Indonesia adalah para pengedar atau pengecer kecil, bukan gembongnya. 
Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang sangat cepat menerima 
berbagai macam pengaruh dari luar yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain 
adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan, arus globalisasi di bidang 
ekonomi, komunikasi dan informasi, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang 
membawa perubahan cara hidup masyarakat. 
Dampak pengedaran gelap Psikotropika bagi suatu negara juga harus 
ditanggung oleh individu, keluarga, masyarakat dan negara itu sendiri yang secara 
finansial ekonomi tidak dapat lagi dihitung dengan jutaan tetapi segala harta benda. 
Dampak dari perdagangan Psikotropika secara psikis sosial adalah terjadi putus hubungan 
kerja, putus penghasilan, putus sekolah, hilangnya masa depan, menurunnya 
produktifittas kerja, kecelakan lalu lintas, dan meningkatnya kriminalitas.   
Kinerja jaringan pengedar Psikotropika telah menembus segala lapisan  
masyarakat, baik itu kaum birokrasi, artis,  maupun masyarakat kelas bawah. Dari kaum 
anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Tingkat sekolah dasar maupun perguruan 
tinggi, yang menimbulkan berbagai dampak penyalahgunaan/ketergantungan obat-obat 
terlarang dan berdimensi luas serta kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri (kedokteran 
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jiwa), kesehatan jiwa maupun psiko-sosial (ekonomi, politik, sosial-budaya, kriminalitas, 
kerusuhan masal). 
Kinerja jaringan pengedar Psikotropika telah menembus segala lapisan  
masyarakat, baik itu kaum birokrasi, artis,  maupun masyarakat kelas bawah. Dari kaum 
anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Tingkat sekolah dasar maupun perguruan 
tinggi, yang menimbulkan berbagai dampak penyalahgunaan/ketergantungan obat-obat 
terlarang dan berdimensi luas serta kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri (kedokteran 
jiwa), kesehatan jiwa maupun psiko-sosial (ekonomi, politik, sosial-budaya, kriminalitas, 
kerusuhan masal). 
Hawari dalam Bakolak Inpres 6/71 menyatakan bahwa, sekarang ini angka 
resmi jumlah penderita Psikotropika di Indonesia sebesar 0.065 % dari jumlah penduduk 
200.000.000 jiwa, atau sama dengan 130.000 penderita, penyalahgunaan/ketergantungan 
narkotika, pskitropika atau zat adiktif (NAZA), dan dari tahun ketahun dengan jumlah 
yang semakin meningkat (Dadang Hawari:2007:189). 
Pada tahun 1990 diperoleh data dan kesimpulan yang menyatakan bahwa pada 
umumnya penyalahgunaan Psikotropika dimulai pada usia remaja antara 13-17 tahun. 
Sebagaian besar penyalahgunaan dan ketergantungan Psikotropika berumur 13-25 tahun 
sebanyak 97%, penyalahgunaan dan ketergantungan dilihat dari jenis kelamin, paling 
banyak dilakukan oleh laki-laki yaitu 90%, sedangkan usia yang termuda yang melakukan 
penyalahgunaan narkotika dan Psikotropika adalah usia 9 tahun (  (Dadang 
Hawari:2002:3).  
Pemerintah akhir-akhir ini terus mendorong masyarakat melalui berbagai 
kesempatan untuk lebih peduli terhadap bahaya Psikotropika yang merupakan ancaman 
bahaya nasional yang harus ditanggulangi secara tuntas dan konsepsional. Salah satu 
bentuk kepedulian itu adalah diciptakannya kesadaran dan perhatian terhadap ancaman 
bahaya nasional tersebut dengan merangsang partisipasi individu, kelompok, masyarakat, 
untuk ikut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan 
Psikotropika dan obat-obatan terlarang. 
Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Psikotropika dan 
obat-obatan terlarang itu sendiri dimulai dari pemerintah, yang mana dengan adanya 
program dari pemerintah  diharapkan terciptanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat, 
berupa gerakan dan kegiatan secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat yaitu 
dalam program pencegahan, pengawasan, dan pengobatan secara medis, penyembuhan 
dengan terapi keagamaan maupun pemulihan, penyantunan, serta rehabilitasi. Semua 
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program merupakan mata rantai penanggulangan yang terpadu dari semua proses 
penangkalan bahaya. Masalah nasional yang dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan 
dan ketertiban masyarakat (Soedjono Dirdjosisworo:1990:3) yaitu:  
1. Masalah Uang Palsu; 
2. Masalah Psikotropika; 
3. Masalah Penyelundupan; 
4. Masalah Kenakalan Remaja;  
5. Masalah Subversi; 
6. Masalah Pengawasan Orang Asing.  
Keterlibatan para remaja/generasi muda dalam penyalahgunaan Psikotropika, 
alkohol, dan obat-obatan terlarang lainnya secara kuantitatif, jumlah pelaku atau korban 
penyalahgunaan obat-obatan terlarang ditinjau dari jumlah penduduk Indonesia yang 
mencapai 200 juta jiwa relatif kecil. Namun apabila ditinjau dari populasi umur para 
pelaku atau korban yang pada umumnya adalah remaja/generasi muda, maka secara 
kualitatif merupakan angka yang sangat potensial, sehingga dapat menjadi hambatan 
terhadap terwujudnya tingkat Ketahanan Nasional dan Stabilitas Nasional yang mantap.( 
Hamida:1996:56). 
Melihat penjelasan diatas penulis mencoba mengkaji tentang ”TINJAUAN 
YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM YANG DIJATUHKAN OLEH HAKIM 
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA” 
 
B. Pembahasan 
1. Ketentuan  Pidana Psikotropika  
Dua unsur pokok dari hukum pidana melalui pengertian normal yaitu suatu 
larangan/ suruhan (kaidah) dan adanya sanksi atas pelanggaran norma itu berupa 
ancaman dengan hukum pidana. 
Ketentuan Pidana UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika terdapat 
didalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 72 yang mengatur tentang pelarangan, 
peredaran dan penggunaannya yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan. 
Adapun pasal-pasalnya dapat kita lihat sebagai berikut : 
Pasal 59 
(1). Barang siapa: 
a. Menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam pasal 4 ayat 
(2), atau 
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b. Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika 
golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau  
c. Mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 12 ayat (3), ayat 
d. Mengimpor psikotropika golongan I  selain untuk kepentingan ilmu 
pengetahuan, atau 
e. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika 
golongan I 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 
(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus 
lima puluh juta rupiah), dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima 
puluh juta rupiah). 
(2). Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan secara 
terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup 
atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun 
(3). Jika tak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka disamping 
dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda 
sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
Pasal 60 
(1). Barang siapa : 
a. Memproduksi psikotropika selain yang ditetpkan dalam ketentuan Pasal 5, 
atau 
b. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak 
memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
7, atau 
c. Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak 
terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan 
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (1), 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
(2). Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 12 
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana 
denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 
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(3). Barang siapa menerima penyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam 
pasal 12 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 
pidana denda paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) 
(4). Barang siapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 
ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp 60.000.000,00 
(enam puluh juta rupiah) 
(5). Barang siapa menerima penyerahan psikotropika selain ditetapkan dalam pasal 
14 ayat (3), pasal 14 ayat (4) dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan 
pidana denda paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 
Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) bulan. 
Pasal 61 
(1). Barang siapa: 
a. Mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam 
pasal 16, atau 
b. Mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat perstujuan ekspor 
atau surat persetujuan ekspor atau surat perstujuan impor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) atau Pasal 22 ayat (4) 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana 
denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 
(2). Barang siapa tidak menyerahkan surat perstujuan ekspor kepada orang yang 
bertanggungjawab atas pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud Pasal 22 
ayat (1), atau pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 
(tiga tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta 
rupiah). 
Pasal 62 
Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa 
psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (tahun) atau pidana denda 
paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
Pasal 63 
(1). Barang siapa : 
a. Melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen 
pengangkutan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10, atau 
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b. Melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, atau 
c. Melakukan pengemasankembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 25; 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda 
paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) 
(2). Barang siapa : 
a. Tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud Pasal 29, atau  
b. Mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), atau 
c. Mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3) 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling 
banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) 
Pasal 64 
Barang siapa : 
a. Menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani 
pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud 
Pasal 37, atau 
b. Menyelenggarakan fasilitas yang tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 39 ayat (3) 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) 
Pasal 65 
Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan 
psikotropika secara tisak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). 
Pasal 66 
Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika yang sedang 
dalam pemeriksaan disidang pengadilan yang sedang menyebut nama, alamat atau 
hal-hal yang sedang terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 57 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. 
Pasal 67 
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(1). Kepada warga negara asing yang melakukan tindak pidana psikotropika dan 
telah selesai menjalani hukuman pidana dengan putusan pengadilan sekurang-
kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang ini 
dilakukan pengusiran keluar wilayah negara Republik Indonesia. 
(2). Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat kembali ke 
Indoneia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan. 
Pasal 68 
Tindak pidana dibidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini 
adalah kejahatan. 
Pasal 69 
Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana 
diatur dalam undang-undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana itu 
dilakukan. 
Pasal 70 
Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, 
Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping 
dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 
2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat 
dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha. 
Pasal 71 
(1). Barang siapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, 
membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan 
suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, 
atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat, 
(2). Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan 
ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut. 
Pasal 72 
Jika tindak pidana psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang berumur 
18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang dibawah pengampuan 
atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani 
seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana 
ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut. 
2. Putusan Hakim Terhadap Pidana Anak 
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Pengadilan anak berbeda dengan pengadilan biasa seperti diatur oleh 
Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, walaupun demikian 
KUHAP tetap berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang Peradilan Anak 
tersebut (Bambang Waluyo:2001:102). 
Sesuai dengan asas Lex specialis derogat legi general, maka dengan 
berlakunya Undang-undang tentang Peradilan Anak, hal-hal yang mengatur tentang 
Peradilan Anak diatur secara khusus oleh Undang-undang tersebut. Sehingga hal-hal 
yang mengatur tentang Peradilan Anak diluar Undang-undang Peradilan Anak secara 
otomatis tidak berlaku lagi, kecuali tidak diatur dalam Undang-undang tentang 
Peradilan Anak tersebut.  
Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, 
yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa 
yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum.  
Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang 
bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam 
pemeriksaan di sidang pengadilan (Wirjono Prodjodikoro:1986:88). 
Putusan hakim harus rational atau masuk akal, dimana putusan yang 
dijatuhkan mendasar pada teori tentang pemidanaan agar disparasi pidana yang terjadi 
tetap mempunyai dasar perimbangan yang rational. Putusan hakim tanpa landasan 
yang rational dapat terjadinya disparitas pidana yang mengakibatnya dapat 
berkembangan perasaan tidak percaya masyarakat terhadap sistem pidana yang ada 
(Gregorius Aryadi:1995:21). 
Guna memutuskan suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana, hakim 
harus menggunakan ukuran yang sudah diterima oleh dunia hukum yaitu asas 
legalitas. Asas ini menjamin agar tidak ada kesewenangan dalam menetapkan 
perbuatan yang dapat atau masuk dalam rumusan tindak pidana, selain itu yang 
menjadi pedoman oleh hakim untuk membuat putusan adalah pasal-pasal yang 
memuat tindak pidana yang sekiranya dapat dituduhkan kepada terdakwa ( Nanda 
Agung Dewantara:1987:72). 
Menurut Nanda Agung Dewantara, dalam mengambil keputusan hakim 
harus memperhatikan dua aspek. Yang pertama aspek historis yaitu aspek yang 
merupakan kejadian yang nyata yang bersifat historis berupa perbuatan-perbuatan dari 
terdakwa dan keadaan yang menyertainya. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat 
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diterjemahkan kedalam hukum sehingga merupakan aspek yang kedua yaitu aspek 
normatif atau yuridis ( Nanda Agung Dewantara:1987:73).  
Berdasarkan pasal 183 KUHAP, dalam putusan hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat 
bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana bebar-benar 
terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukanya. Ketentuan pasal 183 KUHAP ini 
berarti untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi 
seseorang. 
Dalam ajaran hukum acara pidana dikenal 3 teori pembuktian yaitu 
sebagai berikut : 
1. Sistem Negatif Wettelijk, dalam sistem ini hakim terikat pada alat bukti minimum 
ditambah keyakinan hakim. Alat bukti disini terikat pada yang ditentukan oaleh 
Undang-undang. Teori ini dianut oleh H.I.R dan masih dipakai oleh KUHAP. 
2. Sistem Positive Wettelijk, dalam sistem ini hakim tidak terikat pada keyakinan. 
Hakim dapat menerima terdakwa asal sudah cukup bukti-bukti kesalahan 
terdakwa. 
3. Sistem Vrij Bewijs atau disebut juga Conviction Intieme, sistem ini tidak 
mengindahkan alat bukti yang ada, yang penting menurut sistem ini adalah 
keyakinan hakim. 
Menurut sistem pemidanaan menurut Undang-undang No. 3 tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak rnenyebutkan bahwa anak nakal dapat dijatuhkan pidana 
atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pidana yang dapat 
dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok 
yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah : 
1. Pidana Penjara (Pasal 26) 
 Pengaturan pidana penjara kepada anak nakal paling lama 1/2 dari 
maksimal ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Apabila anak nakal 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 
seumur hidup maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling 
lama hanya 10 tahun. Dan apabila yang melakukan adalah anak yang belum 
berumur l2 tahun, maka terhadap anak nakal tersebut dikenakan salah satu 
tindakan seperti yang tercantum diatas dalam hal pengenaan tindakan terhadap 
anak. 
2. Pidana Kurungan (Pasal 27) 
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 Pidana kurungan yang dapat dikenakan kepada anak nakal, paling lama 
1/2 dari maksimum ancaman pidana, kurungan bagi orang dewasa. 
3. Pidana denda (Pasal 28 ayat 1) 
Pidana denda yang dapat dikenakan kepada anak nakal, paling banyak 
setengah (½) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Apabila 
denda ini tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja yang 
dilakukan paling lama 90 hari kerja dan lama latihan ke tidak Lebih dari 4 jam 
sehari serta tidak dilakukan pada malam hari. 
4. Pidana pengawasan (Pasal 30 ayat (1)) 
Pidana pengawasan yang dapat dikenakan kepada anak nakal paling 
singkat 3 bulan dan paling Lama 2 tahun. Dan selama dilakukan pengawasan ini, 
anak nakal ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan Pembimbing 
Kemasyarakatan.   
                   Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak nakal : 
a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh. 
b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan. dan 
latihan kerja. 
c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi kemasyarakatan 
yang bergerak dalam bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. 
5. Pidana bersyarat (Pasal 29) 
Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat, apabila pidana penjara yang 
dijatuhkan itu paling lama 2 (dua) tahun. Maksimal dua tahun tersebut bukan 
besarnya ancaman pidana dari suatu ketentuan undang-undang yang berlaku bagi 
anak, akan tetapi hukuman maksimal yang dijatuhkan hakim khusus untuk pidana 
bersyarat.  
Dalam putusan pengadilan mengenai pidana bersyarat tersebut, undang-
undang menghendaki supaya hakim menentukan dua macam syarat, yaitu :  
a. Syarat umum 
Yang dimaksud dengan syarat umum adalah, bahwa anak nakal tidak akan 
melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat. Apabila 
melakukan tindak pidana lagi, maka wajib menjalani hukuman pidananya setelah 
ada perintah dari hakim. 
b. Syarat khusus 
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Sedangkan syarat khusus ialah penentuan sikap untuk melakukan atau 
tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap 
memperhatikan kebebasan anak. Seperti terpidana tidak boleh mengemudikan 
kendaraan bermotor, atau diwajibkan untuk mengikati kegiatan yang diwajibkan 
oleh Balai Pemasyarakatan, Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus harus lebih 
pendek daripada masa pidana bersyarat umum. 
Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: 
1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan 
itu, juga harus menuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang 
bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang 
memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang. 
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara 
tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera. 
Contoh kasus terkait dengan sanksi hukum penyalahgunaan obat-obat 
terlarang atau narkoba dalam perkara nomor 141/Pid.B/2009/PN.Kray dimana 
seorang anak bernama Femmy Oktaviana yang masih dibawah umur melakukan suatu  
tindakan pidana  tertangkap membawa psikotripoka jenis shabu-shabu maka  Hakim  
menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindakan yang dilakukan oleh. 
Pidana  merupakan  salah  satu  sanksi  yang  bertujuan  untuk  menegakkan  
efektifitas  berlakunya  suatu  norma  hukum.  Bilamana  sanksi  yang  lain  tidak  
mencukupi  pelanggaran  terhadap  suatu  tindak  pidana  Psikotropika  barang  yang  
dipergunakan sebagai bentuk kejahatan. Suatu  pemutusan  dalam  pemindahan  
mempunyai  konsekwensi  yang  luas.  Seorang FEMMY OKTAVIANA yang  telah  
melakukan  suatu  tindakan pidana  tertangkap membawa psikotripoka jenis shabu-
shabu dan  telah  diketahui  bahwa  terdakwa  benar-benar    bersalah   atas  suatu  
perbuatan  itu  maka  Hakim  menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindakan yang 
dilakukan oleh. Dimana sanksi pidana  yang  diberikan  pada  terdakwa  oleh  hakim  
menurut keyakinan  hakim. Penerapan  pidana  adalah  merupakan  kewenangan  yang  
mutlak  dari  majelis  hakim  yang  memeriksa  dan  tidak  diperbolehkan  adanya  
campur  tangan  dari  pihak  lain  serta mempengaruhinya. Majelis hakim mempunyai 
kebebasan untuk menerapkan pidana berdasarkan fakta-fakta yang dihadapkan pada 
meja persidangan. 
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Berdasarkan wawancara dengan Bapak DEMON. SEMBIRING,SH, dalam 
kasus perkara Nomor 141/Pid.B/2009/PN.Kray seorang hakim yang menangani 
perkara tersebut, menjelaskan putusan pidana terhadap pelaku korban penyalahgunaan 
Psikotropika di ambil karena pertimbangan hukum dan demi hukum, di mana 
ketentuan pidana yang tercantum dalam Undang-Undang merupakan sifat memaksa. 
Kasus penyalahgunaan Psikotropika di kalangan anak bawah umur di Pengadilan 
Negeri Karanganyar dapat dikatakan masih relatif kecil karena berdasarkan kasus 
Psikotropika yang ada, tersangka yang diduga sebagai pengedar kebanyakan hanya 
dikonsumsi sendiri dan belum menjadi profesi sebagai pengedar, kecuali bila ada 
orang lain yang meminta maka ia akan menjualnya, atau ia akan mencoba membujuk 
orang lain tersebut untuk memakai bersama Psikotropika yang ia miliki dan 
kebanyakan yang menggunakan tingkat dewasa.  
Pidana yang dijatuhkan dalam perkara Nomor 141/Pid.B/2009/PN.Kray atas 
nama FEMMY OKTAVIANA adalah pidana pokok, yaitu pidana penjara selama 3 
bulan 15 hari dan denda Rp 1.00.000,00 subsidair 1 bulan kurungan. Berdasarkan 
pada pasal 62 Undang-undang Tentang Psikotropika yang didakwakan terhadap 
terdakwa, ancaman pidana penjara maksimumnya Barang siapa secara tanpa hak, 
memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (tahun) atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 
(seratus juta rupiah). Namun karena terdakwa termasuk anak-anak yang berdasarkan 
pada pertimbangan serta mengacu kepada Undang-undang Pengadilan Anak, maka 
hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa yaitu ½ dari ancaman pidana 
bagi orang dewasa. Dengan berdasarkan pada pertimbangan mengacu kepada 
Undang-undang Pengadilan Anak, maka hakim menjatuhkan pidana penjara kepada 
terdakwa selama 3 bulan 15 hari. 
Melihat putusan yang dibuat oleh hakim, hakim lebih cenderung menjatuhkan 
pidana penjara dari pada tindakan pada FEMMY OKTAVIANA. Tujuan dari pidana 
penjara yang dijatuhkan hakim terhadap FEMMY OKTAVIANA adalah agar 
terdakwa jera dan tidak mengulangi tindak pidana lagi. Apabila hakim hanya 
menjatuhkan tindakan terhadap FEMMY OKTAVIANA, besar kemungkinan 
terdakwa akan malakukan tindak pidana lagi, dan juga untuk membimbing agar 
FEMMY OKTAVIANA insyaf dan menjadi masyarakat yang berguna bagi nusa dan 
bangsa. 
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Sehingga penulis akui bahwa untuk tiap keadaan harus diadakan 
penyesuaian dan pengisian lebih lanjut, namun cara diatas nyata memberikan 
kepastian lebih tinggi berkenaan dengan kontrol atas motivering hakim sewaktu 
menetapkan berat ringannya pidana. 
Secara umum dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana : 
a. Kesalahan si pembuat 
b. Motif dan tujuan dilakukan tindak pidana 
c. Cara melakukan tindak pidana 
d. Sikap batin si pembuat 
e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi si pembuat 
f. Sikap dan pendidikan si pembuat setelah melakukan tindak pidana 
g. Pengaruh pidana pada masa depan si pembuat 
h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan (Andi 
Hamzah:1996:95). 
Hal ini berarti kita harus memikirkan manfaat dari pemidanaan itu bagi 
perkembangan jiwa si anak. Dalam kasus ini dimana terdakwa dikenakan pasal 62 
Undang-undanng Psikotropika, kedudukan sebagai dasar peringanan pidana yang 
bersifat umum digantikan oleh pasal 26 UU No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan 
Anak . menurut UU No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dasar peringanan 
umum ialah sebab pembuatnya adalah anak (disebut anak nakal). Dalam anak yang 
berumur 17 (tujuh belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana Psikotropika 
maka diproses sebagaimana aturan yang mengatur untuk kemudian diajukan ke 
Pengadilan hukuman yang diberikan sangatlah ringan. 
Dalam proses penegakan hukum pidana melalui beracara pidana, maka 
pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim merupakan fase yang paling 
menentukan nasib bagi seorang terdakwa apalagi jika dia termasuk anak-anak akan 
tetapi melakukan tindak pidana selayaknya orang dewasa lakukan. 
Dengan pemidanaan inilah terdakwa akan merasakan keterbatasan yang 
menyangkut kemerdekaan pribadinya. Oleh karena itu penting sekali seorang hakim 
memperhatikan apakah perbuatan yang dilakukan anak itu dipandang berat serta 
mengakibatkan kegelisahan dalam masyarakat, tapi yang penting adalah dalam 
penjatuhan pidana bukan nestapa bagi anak itu melainkan unsur pendidikan yang 
harus ditanamkan. 
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Dari uraian diatas dapat diperoleh suatu gambaran bahwa keputusan hakim 
yang menyatakan salah atau tidaknya terdakwa atas suatu perkara yang didakwakan 
itu disebabkan keyakinan hakim setelah melalui suatu penilaian dengan disertai 
kesimpulan. Sehingga diharapkan dikemudian hari keputusan tersebut dapat 
memperbaiki masa depan terdakwa yang dalam hal ini adalah anak nakal. 
Hasil wawancara oleh hakim mengatakan “Sebelum memutuskan suatu 
perkara akhir dalam peradilan terdapat jalan panjang yang harus dilalui dan bersifat 
komplek serta membutuhkan teknik-teknik tertentu yang harus dikuasai oleh aparat 
penegak hukum. Hakim dalam memutuskan suatu kasus dan menerapkan sanksinya 
tidaklah mudah karena mengetahui fakta-fakta konkrit yang diperoleh dari kepolisian 
dan kejaksaan yang kemudian fakta konkrit yang dipilih yang penting dan ada sangkut 
pautnya dengan hukum “yuridisch relevant”. 
Untuk memutuskan sesuatu tentang “yuridisch relevant” harus digunakan 
ukuran yang sudah diterima oleh dunia hukum, yaitu dengan adanya asas legalitas 
(millum delictum noella poena sine raevia lege poenale) yaitu tiada perbuatan yang 
dapat dipidana tanpa adanya peraturan yang mengatur terlebih dahulu. Asas ini 
menjamin agar tidak ada kesewenang-wenangan dalam pengambilan putusan yang 
dalam ini juga menyangkut pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana 
Psikotropika yang dilakukan oleh anak menurut pasal 62 Undang-undang 
Psikotropika jo Pasal 26 ayat (1) UU No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, 
dimana sanksi pidana maksimal adalah ½ (satu perdua) dari orang dewasa yaitu 5 
tahun sedangkan dalam putusan pengadilan 3 (tiga) bulan seperti yang telah diuraikan 
diatas dalam penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana 
Psikotropika dalam praktek di Pengadilan Negeri Karanganyar. 
Putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan yang telah 
diputuskan Pengadilan Negeri. Putusan pemidanaan terjadi apabila pengadilan 
berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwahkan 
kepadanya. Dari putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 
141/Pid.B/2009/PN.Kray dengan terdakwa FEMMY OKTAVIANA. Terdakwa 
terbukti melangar Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik 
indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. 
C. Penutup 
Pemberian  pidana  hanya  dapat  dijatuhkan  bila  ada  kesalahan  dan dapat  
dibuktikan  di  muka  pengadilan.   Kesalahan  terdakwa  tentunya sebagaimana 
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tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa tidak begitu saja dapat 
dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, tetapi harus didukung oleh alat bukti yang 
sah, dalam hal ini dari pihak kepolisian sebagai penyidik. Dari kumpulan bukti-bukti 
tersebut kemudian hakim memasukkan unsur-unsur perbuatan terdakwa. Unsur-unsur 
dalam Pasal 62 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 
1997 tentang Peradilan Anak adalah seorang anak karena terbukti menyimpan 
Psikotropika jenis shabu-shabu seberat 0,059 gram yang disimpan dalam saku 
celananya. 
Berdasarkan data yang diperoleh, apabila unsur-unsur yang terdapat dalam 
pasal 62 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 
tentang Peradilan Anak terpenuhi oleh seorang terdakwa maka terdakwa dipidana 
sesuai dengan pasal tersebut. Jadi dalam hal ini alat bukti yang sah sesuai dengan 
kebenaran materiil sangat membantu hakim apakah seorang terdakwa memenuhi 
unsur-unsur dalam pasal 62 Jo pasal 26 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia 
No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. 
 Sifat baik dan jahat dari terdakwa harus diperhatikan juga dalam rangka 
pemberian pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Hakim merupakan penggali 
dari nilai-nilai hukum dengan demikian diharuskan memberikan putusan yang 
sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. 
Dari putusan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim pada kasus tindak 
pidana Psikotropika yang dilakukan oleh anak maka dapat disimpulkan bahwa 
pidana 3 (tiga) bulan penjara adalah sudah sesuai dengan ketentuan pasal 62 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika  jo Pasal 26 ayat (1) 
UU No. 3 Tahun 1997 tentang pradilan anak, mengingat hal-hal yang penulis 
uraikan diatas, meskipun pidana yang dijatuhkan masih jauh dari ancaman pidana 5 
tahun. 
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